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LURAH PLERET

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PLERET

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PLERET NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Menimbang

Mengingat

DESA PLERET KECAMATAN PLERET
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu
adanya penyesuaian atau perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pleret Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan
Pleret tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret
Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Desa Pleret Kecamatan Pleret Tahun
2021;

Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai
berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor: 12,13,14
dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) ;




S. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun
2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka
Menengah Desa (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor
03);

12. Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran
Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 05);

13. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020

Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DESA PLERET NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PLERET KECAMATAN PLERET TAHUN 2021.




Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pleret Kecamatan Pleret Tahun

2021 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, ditambah 1 (satu) point
sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD

adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu

di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak

ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

9. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(2) Isi dan uraian perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal I

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 10 Februari 2021
LURAH PLERET

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan di Pleret
pada tanggal 10 Februari 2021
CARIK PLERET /

e

IWAN ALI¥I SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2021 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL :

(2/PLERET/2021)




BAB I

BAB Il

BAB III

BAB IV

BAB V

Lampiran [ : Peraturan Kalurahan Pleret

Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 10 Februari 2021
Tentang : Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
Tahun 2021

DAFTAR ISI

: PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
B. Dasar Hukum

C. Tujuan

- GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

KALURAHAN TAHUN 2021
A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

- EVALUASI PROGAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun

Lalu
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan

Prioritas Pembangunan.

. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

KALURAHAN TAHUN 2021

: PENUTUP




BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa
atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa
berasaskan:

a. Rekognisi (pengakuan);

o

Subsidiaritas (bantuan);

keberagaman;

a o

kebersamaan;
kegotongroyongan;
kekeluargaan,

musyawarah,;

50 e O

. demokrasi;

kemandirian,;

[y

partisipasi;

{ BN

k. kesetaraan,
|. pemberdayaan; dan

m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka di setiap desa
diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa ( RPJM Desa ) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana
Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipasi dan
transparan.

RKPKal adalah Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan yang dibuat
untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMKal,
RKPKal merupakan Dokumen perencanaan kegiatan yang bersifat reguler

yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga




- Lembaga yang ada. Dan selanjutnya dimasukan dalam APBKal tahun
anggaran bersangkutan.

RKPKal dapat mengalami perubahan atau dengan kata lain terjadi
Perubahan RKPKal apabila terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan adanya
pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan banyak
kebijakan dalam rangka untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
Salah satunya adalah kebijakan agar Pemerintah Kalurahan untuk Tahun
Anggaran 2021 memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikelola
dari Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Kalurahan (APBKal) untuk Tahun Anggaran 2021. Sehubungan
dengan hal tersebut Pemerintah Kalurahan perlu menyesuaikan dengan

melaksanakan kegiatan Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai
berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor: 12,13,14 dan 15 (Berita
Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4  Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);




10.

L)

12:

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1037);

Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021
(Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 19);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan
Stunting (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan
Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019
Nomor 82);

Peraturan Desa Pleret Nomor 03 tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Jangka Menengah Desa




18. Peraturan Desa Pleret Nomor 04 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
(Lembaran Desa Pleret Tahun 2019 Nomor 04);

C. Tujuan

Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan :

1. Memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menghadapi pandemi
Covid-19 dan pembangunan Kalurahan serta tindak lanjut dari
musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

2. Digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan
pembangunan kalurahan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

(APBKal) Tahun Anggaran 2021.



BAB II
GAMBARAN UMUM DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2021

Keuangan Kaluarahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban kalurahan tersebut Pengelolaan keuangan desa merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
desa.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan
perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap
tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan
menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan
dimulai dari musyawarah antara pemerintah desa dengan Bamuskal sehingga
mendapatkan hasil yang singkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dengan keluarnya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 23
memerintahkan agar untuk Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa memberikan
bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang dananya bersumber dari
Dana Desa. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kalurahan
perlu melaksanakan penyesuaian RKP Kalurahan dengan mengadakan
Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya Perubahan
RKP Kalurahan ini akan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
Perubahan APBKal Tahun 2021.



A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
Kalurahan Pleret adalah salah satu Kalurahan diwilayah Kapanewon
Pleret Kabupaten Bantul yang di apit dua sungai yaitu sebelah timur Sungai
Opak dan sebelah barat Sungai Gajah Wong yang sebagian besar wilayahnya
adalah dataran, yang terbagi dalam 11 Padukuhan, antara lain :
1. Padukuhan Gunungan
Padukuhan Trayeman
Padukuhan Kauman
Padukuhan Gunung Kelir
Padukuhan Kedaton
Padukuhan Pungkuran
Padukuhan Karet
Padukuhan Kerto

© ® N O U W N

Padukuhan Kanggotan
Padukuhan Bedukan

—
2

11. Padukuhan Keputren

Secara administratif Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten
Bantul dibatasi oleh Kalurahan-Kalurahan yang lain :

Sebelah Utara : Kalurahan Wirokerten dan Kalurahan Jambidan

Sebelah Timur : Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Bawuran

Sebelah Selatan : Kalurahan Segoroyoso

Sebelah Barat : Kalurahan Wonokromo

Adapun untuk potensi yang ada di Kalurahan Pleret dari segi ekonomi
mempunyai Pasar Kalurahan dan Pasar Klitikan, sedangkan dari segi alam,
Kalurahan Pleret mempunyai destinasi wisata yaitu Taman Banyu Kencono
yang merupakan wisata alam yang menawarkan keindahan pemandangan
Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong dan Gunung Sentono yang merupakan

wisata alam yang merupakan Makam Dalang Panjang Mas..



B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak kalurahan dalam 1 tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan
desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan
APBN, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi , bantuan keuangan
dari Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga, Adapun
perkiraan Perubahan Pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp.
4.113.029.557,- (empat milyar seratus tiga belas juta dua puluh
sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dalam
lampiran II Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan.

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan
yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh kalurahan. Belanja
sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri belanja bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, belanja bidang pembangunan Desa,
belanja  bidang  pembinaan kemasyarakatan, belanja  bidang
pemberdayaan masyarakat dan belanja bidang penanggulangan bencana,
kedaan darurat dan keadaan mendesak Desa, Pola pembelanjaan dalam
RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBKal
tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran III Peraturan Kalurahan ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan pembiayaan Kalurahan ini memuat arah kebijakan tahun
rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan dan proyeksi
pengeluaran pembiayaan tahun berjalan maupun tahun rencana (tahun

2021) sebagaimana dalam lampiran IV Peraturan Kalurahan ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan.




BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanan Program RKP KalurahanTahun Lalu
Evaluasi Program/Kegiatan Pemerintah Kalurahan untuk Tahun 2020
ada permasalahan yang cukup besar ditingkat nasional dengan adanya
pandemi covid 19 yang sangat berdampak pada pelaksanaan program
kegiatan yang telah direncanakan sehingga ada kegiatan yang disesuaikan
bahkan ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena prioritas kegiatan
untuk BLT DD.
Adapun beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun
2020 yang menjadi prioritas kegiatan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Posyandu
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Pembangunan /rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan lingkungan
Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa.

Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan sumur resapan.

O gs N

Pembinaan Bidang keagamaan

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas
Pembangunan

Identifikasi Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala

tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab

masalah beserta tingkat signifikasi secara partisipatif.  Ketidak cermatan

akan  menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan  program
pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran, RKP
Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme pereéncanaan desa dalam proses

penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah,

maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif

mampu  mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan tingkat




pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi
rakyat.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu
didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan
kualitas kesehatan masyarakat.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai
permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam
dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan

masalah bagi masyarakat.

Dalam rencana kegiatan tahun 2021 di Kalurahan Pleret antara lain :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ada 30 Kegiatan

b.  Bidang Pelaksanaan Pembangunan ada 15 Kegiatan

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada 14 Kegiatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada 6 Kegiatan

¢. Bidang Tak terduga ada 3 Kegiatan




BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2021

Arah prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Pleret yang
tersusun dalam Perubahan RKP Kalurahan tahun 2021 sepenuhnya didasarkan
pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah
dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi
permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan dan keberpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti,
Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Papan.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung
dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Prioritas
program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang
sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari
ketersediaan anggaran desa, kewenangan lokal skala desa dan secara teknis di
desa mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program dan kegiatan Kalurahan Pleret secara rinci
dapat dilihat pada lampiran Il Peraturan Kalurahan ini dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Pleret Tahun 2021.

Prioritas program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten
merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil
masyarakat Kalurahan Pleret » tetapi pemerintah kalurahan belum mampu
melaksanakan hal inj disebabkan

1. Pembiayaan terlalu besar sehingga desa belum mampu untuk

melaksanakan

2. Ketersediaan sumber daya desa masih sangat minim baik Sumber Daya

Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut
akan dibawa melaluj forum musyawarah perencanaan pembangunan dj
tingkat kapanewon oleh delegasi Kalurahan Pleret Secara partisipatif pada forum

musrenbangkal dan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah.




Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan
yang bersumber pada kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain.

Penetapan perkiraan anggaran dan penentuan skala prioritas pada masing-
masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2021 dilakukan melalui kesepakatan
saat pelaksanaan forum Musrenbangkal. Adapun hasil dan kesepakatan dalam
Forum Musrenbangkal tertuang dalam lampiran RKP Kalurahan ini yang
merupakan bagian tak terpisahkan.

Dengan kesepakatan tersebut diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama
bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat

segera terwujud.




BAB V

PENUTUP

Penyusunan perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk
menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi dampak
Covid-19 ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan
APBKal Tahun Anggaran 2021.

Diharapkan dengan adanya perubahan RKP Kalurahan Tahun 2021 yang
utamanya memasukkan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dapat membantu mengurangi beban hidup dan ekonomi masyarakat terdampak
Covid-19.

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 10 Februari 2021 -




Lampiran II
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Kalurahan Pleret
: 01 Tahun 2021
10 Februari 2021

: Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
Tahun 2021

RENCANA PENDAPATAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2021

Kode Tahun Berubah
Rekening
{n/2020) (n+1/2021)
04.00 Pendapatan
04.01 Pendapatan Asli Desa
04.01.01 | Hasil usaha Desa - -
040102 |pasl Pengelolaan Aset! 156000000 [ 140.000.000 ]  470.000.000
Swadaya, Partisipasi, dan ) )
e Gotong Royong
04.01.04 SL"”“ah"lam pendapatan yang | 14 400.000|  10.000.000 10.000.000
Pendapatan Dana | ‘
04.02 Transfer
04.02.01 | Dana Desa 1.425.110.000 | 1.414.303.000 1.487.292.000
04.02.02 |Bagi Hasil Pajak dan 256.956.000 | 204.149.363 |  254.917.557
Retribusi
04.02.03 | Alokasi Dana Desa 1.356.886.000 | 1.252.966.000 1.266.732.500
04.02.04 | Bantuan Keuangan - -
4.04.1. Ba.mguap Keuangan APBD ) i
Provinsi
Bantuan Keuangan APBD , : e
4.2.4.2, Kabupaten 1.030.387.500 6.387.500 624.087.500
04.03 Pendapatan Lain-lain
Hibah dan Sumbangan
080301 | dgsi Pihiak Ketina = -
04.03.02 Lain-Lain Pendapatan Desa : i

yang Sah

4.229.339.500

3.027.805.863

4.113.029.557

Pleret , 10 Februari 2021
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Lampiran IV
Nomor
Tanggal

Tentang

RENCANA PEMBIAYAAN DESA PLERET TAHUN 2021

: 01 Tahun 2021

: 10 Februari 2021
: Perubahan Rencana Kerja

: Peraturan Kalurahan Pleret

Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
Tahun 2021

Kode Tahun
Relen URAIAN Berjalan Proyeksi Berubah
e (n/2020) (n+1/2021)

6. Pembiayaan

6.1. Penerimaan Pembiayaan

6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan | 189.764.312 | 220.405.575 436.333.406
Anggaran

6.1.2. |[Hasil Penjualan Kekayaan 0 0
Desa

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan 0

6.2.2. | Penyertaan Modal Desa 0




